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KATA PENGANTAR

Pasal 28 huruf F JUD 1945 menyatakan bahwa getiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluranyang tersedia. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan
prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Pengadilen Sebagai selah satu penyelenggara negara mempunyai kewajibar untuk
menyampaikan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan
membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukazn informasi publilk dapat dijadikan sarana
bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelengaragn negara. Sehingga akuntabilitas informasi
penyelznggara negara khususnya di pengadilan akan meningkat seiring dengan diselenggarakannya keteroukaan informasi di
lingkungan peradilan.

Keterbulkaan informasi di pengadilanpun terus menjadi perhatian utama di lingkungan Vahkamah Agung RI dengan
mengeluarkan berbagai regulasi untuk menyesuaikan dengan regulasi yang secara hierarkhis berada di atasnya. Mahkamah Agung
telah rnengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukean Informasi di
Pengadilan. Kemudian Surat Keputusar tersebut dicabut clengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-
144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan terkahir dicabut kembali dengan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Ncmor 2_144/KMA/SK/VII1/2022 tenteang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Lahirnya
pedoman tersebut cengan revisi berkala sesuai dengan kebutuhan merupakan inclikasi kuat kcmitmen Mahlkamah Azung untuk
terus meningkatkan keterbukaan informasi bagi mesyarakat pencari keadilan sebagai upaya sungguh-sungguh dalam mewujudkan
pelayanan lembaga peradilan yan3 bersih dan akuntabel serta pelayanan prima.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2024 merupakan rangkuman
kegiatan pelayanan informasi publik yang telah cilaksanakan sepanjang tahun yang bersangkutan. Laporan Tzhunan Layanan
Informasi Fengadilan Agama Batusangkar ini merupakan gambaran dari komitmen Pengadilan Agama Batusangkar dalam usaha
menyediakan dan memberikan informasi yang akurat,dan akuntabel dalam menjalankan kegiaten, tugas, dan fungsinya. Laporan
pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentangz Keterbukaan Informasi Publik.
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Pengadilan Agama Batusangkar terus berkomitmen
dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik kepada
masyarakat dan juga stakeholder. Komitmen ini
ditunjukkan dengan usaha dan perbaikan yang secara
konsisten dilakukan baik dalam segi komitmen pimpinan
dan seluruh aparatur, upaya digitalisasi dan juga
peningkatan sarana dan prasarana serta melakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala.

Tahun 2024 Pengadilan Agama Batusangkar berhasil
meraih Peringkat | dalam Monev Keterbukaan Informasi
Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik Tahun
2024 untuk kategori Lembaga Yudikatif serta dapat
mempertahankan predikat Informatif. Prestasi ini
meningkat dari tahun sebelumnya dimana PA
Batusangkar berhasil meraih Peringkat Il untuk Monev
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.
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[} RINGKASAN LAPORAN

Dalam dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035
dirumuskan bahwa visi Mahkamah Agung adalah “Terwujudnya
Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Visi ini diejawantehkan
dalam 4 (empat) misi Mahkamah Agung vaitu: 1) menjaga
kemandliriar. badan peradilan, 2) memberikan pelayanan hukum
yang Lerkeadilan kepada pencari keadilan, 3) meningkatkan
kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan 4) meningkatkan
kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Berdasarkan misi keempat Matkamah Agung ¢i atas dapat
dipaharni bahwa Mahkamah Agung mempunyai komitmen yang
kuat dalam meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan
peradilan. Transaparansi  merupakan prasyaret tatakelola
pemerintahan  yang baik dan elemen penting clalam

menumbuhkembangkan kepercayaan publik terhedap lembaga
peradilan sehingga dapat mericapai vsinya sebagai badan
peradilan yang agung. Di sinilah relevarisinya dengan urgensi
membanguri dan mengirplementasikan sistem dan mekanisme
keterbukaan informasi publik yang telah diatur dalam berbagéi
regulasi di negara Republik Indonesia.

Mahkmah Agung sangat concern terhaclap keterbukaan
informasi publik tersebut, bahkan sebelum keluar Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Kemudian Surat
Keputusan tersebut dicabut dergan Surat Keputusan Ketua
Mzahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011  tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilen dan terkahir
dicabut kembali dengan Surat Keputusen Ketua Mahkamah
Agung Ncmor 2_144/KMA/SK/VII/2022 tentarg Standar
Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Lahirnya pzdoman
tersebut dengan ravisi berkala sesuai dengan kebutuhan
merupekan indikasi kuat komitmen Mahkamah Agung untuk
terus meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat
pencari keadilan sebagai upava sungguh-sungguh dalam
mewujudkan pelayanan lemoagé peradilan yang bersih dan
akuntabel serta pelayanan prima.




Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Batusangkar Kelas [B
menerima sebanyak 7 permohonan informasi. Dari kaseluruhan
permohonan informasi tersebut tidak ada yang ditolak, sehingga
tidak ada yang mengajukan keberatan, sebagaimana terlihat pada
tabel sederhana berikut :

Permohonan Informasi : Keberatan Atas Informasi :

7 0

Pelaksanaan pelayanan pemberian informasi tersekut diberikan
sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada
pengajuan keberatan dari Pemochon informasi selama tahun
2024, dan juga tidak ada pula permchonan penyelesaian
sengketa ke Komisi Informasi yang berwenansg, apalagi gugatan
yang diajukan ke pergadilan.

Dalam pengelolaan keterbukaan inforrnasi di Pengadilan Agema
Batusangkar Kelas IB ada beberapa kendala eksternal dan
internal, namun sudah diformulasikan rekomendasi dan rencana
tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi
publik terszbut. Rircian selengkapnya akan diuraikar dalam
laporan tahunaan pelayanan informasi sebagaimana tercantum
dalam dokumen ini.




IE] GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksaraan tugas
pelayanan informasi, meja layanan informasi di Pengadilan
Agama Batusengkar memiliki sarana dan prasarana
sebagai berikut:

a. Perangkat komputer

b. Jaringan internet

c. Printer dan scan

d. Brosur mengzanai informasi pengajuian perkara (manual
dan E-Brochure [elektronik brosur])

e. Meja dan kursi

f. Alat tulis kantor

g. Formulir permohonan informasi

h. Buku register informasi dan kekberatan

i. Handphone layanan informasi

j. Smart TV yang berisi informasi jadwal sidang

k. Buku Prosedur Berperkara dengan huruf Braille

L. Alat bantu bagi penyandarg disabilitas vang terdiri dari
kursi roda, kruk, tcngkat empat kaki dan walker.

Adapun di antara gambar sarana dan prasarana dalam
pemberian layaran dan leyanan Informasi tersebut adalah:

(Ruang Tunggu Pelayanan beserta Banner dan Erosur Informasi)



(Syarat Barperkara cdengan Huruf Braille) (Kursi Roda) Kruk;



Dalam upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secare cepat, efisien, dan efektif. Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID. selanjuinya disebut PPID) Pengadilan Agama Batusangkar memanfaatkan sistem
layaran informasi publik melalui sarana dan/atau madia elektronik dan non-elektronik. Adapun layenan informasi pengadilan
melalui media elektronik tersedia melalui:

@ Website : @pa.batusangkar

Instegrarn : @pa.batusangkar

Facebook : Pengadilan Agama Batusangkar
d' Tiktok : Pengadilan Agama Batusangkar
u Youtube : Pengadilan Agama Batusangkar
@ HP/WhatsApp :+32 823-8346-4541

Telp/Fax - (0752) 71153

E Email :pa.batusangkar@pta-padang.go.id

Pengadilan Agama Batusangkar juge aktif sekali menginformasikan seluruh prestasi dan kegiatan yang dipersembahkannya
kepada masyerakat pencari keadilan melalui media elektronik di atas, di antaranya juga berkategori layanan 'nformasi publik.
Selain melalui media elektronik informasi juga disediakan melalui media non elektronik, seperti brosur-brosur, spanduk dan
bannar yang dapat diperoleh dan dilihat dengan mudah oleh masyarakat di area publik Pengadilan Agamae Batusargkar, seperti
Ruang Tunggu Pelayanan Terpadu Satu Fintu (PTSP) dan pekarangan Pengadilan Agama Batusangkar.

2. Sumber Daya Manusia
PPID Pengadilan Agama Batusangkar periode tabun 2024 ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua

adanya promosi dan mutasi maka terbitlah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Nomor
1147/KPAW3-A3/SK.HM1.1.1/VII/2024 Tanggal09 Juli 2024, kemudian terkahir Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Agama Batusangkar Nomor 1650/KPA.W3-A3/SK.HM1.1.1/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 yang disusun dan
bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinyes sebagai PPID berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung -
Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi cli Pengadilan.

Pengadilan Agama Batusangkar Nomor: 60/K DAW3-A3/SK.HM1.1.1/1/2024 tanggal 02 Januari 2024 kemudian karena lI

i
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Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pelaksana Layanan PPID Fengadilan Agama Batusangkar:

a. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Dewan Pertimbcngan

1.Memkerikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetaplkan

n Irformasi Publik perlu digandakan dengan mernggunakan sarana bertayar.
enetapkan can memutakhirkan secara berkala DIP di unit/satuan

anggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon

stanclar biaya perolehan salinan Informasi di unit/satuen kerjanya

dalam hal salina
2 Memkerikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalamm
3.karjarya.Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menyusun t

Informasi vang mengajukan keberatan.
-ang konsekuensi yang timbul sebagaimane diatur dalarn Pasal 19

4.Nemkerikan partimbangan kepada PPID dalam pengujian tent
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaar Informasi Publik sebelurn manyatakan informasi publik tertentu

dikecualikan.
5.Memkerikan pertimbang
6.Nemkerikan pertimbangan lain kepacla Atasa

ran kepada Atasan PPID dalam hal terjadi sengketa Informasi.
n PPID /PPID terkait pelaksanaan layanan Informasi Publik i Pengadilan.

b. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Atasan PPID

-asan PPID dalam menetapkan
engan menggunakan sarana berkayar.
kan cdlan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/satuan kerjanya.

; keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi

1.Memkerikan pertimbangan kepada Af stanclar biaya perolehan salinan Informasi di unit/satuzn kerjanya

dalam hal salinan Irformasi Publik perlu digandakan d
2 Memkerikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetap
3.Memkerikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menyusun tanggapan atas

yang mengajukan keberatan.
4.Nemkerikan partimbangan kepada PPID dalam pengujian tent

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

dikecualikan.
5.Memkerikan pertimban
6.Nemkerikan pertimbangan

-ang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalarn Pasal 19
Informasi Publik sebelum manyatakan informasi publik tertentu

gan kepada Atasan PPID dalam hal terjadi sengketla Informasi.

ain kepacdla Atasan PPID /PPID terkait pelaksanaan layanan Informasi Publik di Pengadilan.



7. Memberikan tanggapan ates keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.
8. Membuat dan mengumumkan laporan fentang layanan informasi sesuai clengan Pedornan ini melalui media 2-LID di unit/satuan
kerjanya.
9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi di unit/satuan kerjanya.
10. Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Inform asi dan perigadilan atau mewakilkan kepacla
kuasanye.
11. Memperhatikan pertimbangan yang disampaikar Oleh Dewan Pertimbangan.
12. Menetapkan Standar Operzsional Prosedur (SOP) baik secera manual mzupun secara elektronik berupa:
a. pengurnuman informasi;
b. pengelolaan permohonan Informasi;
c. pengelolaan keberatan atas Inforrnasi;
d. penanganan sengketa Informasi Publik oleh Atasan PPIC;
e. penetapan dan pemutakhiran DIP;
f. pengujian tentang konsekuerisi;
g. pendokumentasian Informasi Publik;
h. pendokumentas ian Informa siyang dikecualikan.
13. Atasan PPID yang berada dibzwah Mahkamah Agung menyusun SOP sabagaimana dimaksud pada angka 12 megikuti standar yang
berlakukan di linglkungan Mahkamah Agung.

¢. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan PPID

1.Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik.

2.Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh Informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi.
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi.




3. Mengkoordinasikan pendataan Informasi di Pengadilan dalam rangka pembuatar dan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali

dalam 1 (satu) tahun guna memastikan ketersediaan Informiasi Publik dan jangka waktu penyimpanzn Informasi Publik.

Mengkoordinasikan pengurnuman Informasi yang waijib diumumkan secara berkala melalui meciia e-LID atau media lainnye

Mengkoordinasikan pemberian Informasi yang dapat diakses olzh publik dengan Petugas Layanan Informasi.

Melaksaniakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan

pelayanan Informasi Publik.

7. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Pstugas Layaran Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi
Publik.

8. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagairnana diatur clalam Pasal 19 Urdang-Undang Nornor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan..

9. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi secara jelas dan tegas clalam hal perrnohonan informasi ditolak.

10. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas l.ayanan
Informasi.

11. Mengembangkan kapas it as pe ngelola layanan Informasi dalam rangka memberikan layanan secara prima (service excellent).

12. Mengkocrdinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan Informasi diproses berdasarkan prosedur yang barlaku.

13. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik yang efektif dar efisien.

14. Memperhatikan pertimbangan vang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan. Menetapkan laporan layanan Informasi Publik.

15. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya .

o ok

d. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan PFID Pelaksana

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenarigannya.

2 Mendokumentasikan seluruh Informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi:
a. Informzsi yang wajib disediakan dan diumumkarn secara berkela;
b. Informasi yang wajib terszdia setiap saat;
c. Informzsi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi.

3. Membantu PPID melakukan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali da lam 1 (satu) tahun.

4. Membantu PFID mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui medie e-LID atau
media lainnya.

5. Membantu PFID melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 -
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi
Publik tertentu dikecuzlikan.




6. Membantu PPID menyusun alaséen tertu lis pengecualian Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi ditolak.
7. Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik dengan Petugas Layanan Informasi.
8. Membantu PPID dalam menyusun laporar layanan Informasi Publik.

¢. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Petugas Layanan Informasi

1. Memberikan layanan secara prima (service excellert) kepada Pernohcn Informasi.

2 Menerima dan memilah perrnohcnan Informasi baik secara ranual maupun elektronik.

3. Menclokumentasikan permohonzn Informasi dan keberatan atas perrnohcnan Informasi secara rnanual maupun elektronik.

4. Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana.

5. Dalam hal sudah tersedia sistem layanan informesi secara elektronik yang andal, petugas layanan Informas! melakulkan
pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada angka 3 secara elektronik.

3. Anggaran

Anggaran pelayanan informasi untuk tahur 2024 aclalah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Meski demikizn seluruh kegiatan dalam
rangka mewujudkan sistem dan mekanisme keterbukaan informasi publik dapat diberilkan secara optimal dengan memarifaatkan
sarana dan prasarana satuaan karja Pengadilan Agama Batusangkar yang sudah tersedia.

Khusus untuk biaya memperoleh pelayanan informasi, jika yang dimohonkan tarsebut edalah informasi dalam bentuk softcopy
make tidak ada biaya namun jika yang dimchonkan tersebut adalah irformasi dalam bentuk hardcopy atau salinan maka menurut
ketentuan yarg berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dapat dimintakan biaya riil penggandaan informasi tersebut yangz terdiri dari:
a) bizya fotokopi, k) biaya transportasi (jika ada), dan biaya oengiriman (jika ada).




B} DATA PELAYANAN INFORMASI

Informasi-informasi yang disediakan di Pengadilen Agama Batusangkar beradasarkan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Data informasi yang diberikan selamat tahun 2024 dapat dlilihat pada tabel di bawah ini:

jumiah Permohohan

Alasan Permohonan yang Ditolak

aa Waktu yang Dikabulkan Jjumlah
Jenis Informasi " Rata-Rata Permohonan
P Belum
ermohonan lak
Pelayanan  genenuhnya  Sebagian Yang Dito Rahasia  Dikuasai/ Lainnya
Selesai
Perkara/Putusan 7 5 hari 7
Kepegawaian - - - - - - - -
Pengawasan/
Pendisiplinan
Anggaran & Aset - . - - - -
Lainnya
Total 7 permchonan yang dikabulkan sepenuhnya

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa seluruh permohonan informasi yang diterima PPID Pengadilan Agama
Batusangkar dikabulkan sepenuhnya. Dan pelaksanaan pelayanan nemberian informasi tersebut diberikan sesuai SOP yang
telah ditatapkan. Oleh karena itu tidak ada pengajuan keberaten dari pemohon permohonan informasi selama tahun 2024.




IE)| DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Tanggapan Atasan PPID _ Hasil Mediasi di Status Putusan Komisi
jumlah atas Penolakan Penyelesaian  Komisi Informasi Informasi

Jenis Informasi - Permohonan
Keberatan yojerima Menolak Informasi  Berhasil Gagal

Sengketake
Komisi

Perkara/Putusan

Kepegawaian i

Pengawasan/Pendisiplinan
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IEl| KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN
INFORMASI

KENDALA INTERNAL

1. Belum tersedianya perangkat komunikasi dan pengolah data yang memadai di meja petugas layanan informasi;
2 Belum tersedianya anggaran khusus untuk pengelolaan informasi publik.

KENDALA EKSTERNAL

Kurangnya pemahaman Pemohon Informasi mengenai sistem dan mekanisme pengajuan permohonan informasi
publik secara baik.




@ REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan kendala internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebagaimana dikemukakan di atas maka Pengadilan
Agama Batusangkar melakukan analisis SWOT (strengths/kekuatan, weaknesses/kelemahan, opportunities/peluang], dan threats/
ancaman) terhadap permasalahan-permasalahan tersebut secara komprehensif sehingga diperoleh strategi yang dituangkan
dalam bentuk rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi sebagai berikut :
1. Berkoordinasi dengan Kasubag Umum untuk optimalisasi perangkat dengan cara melakukan upgrade beberapa komponen;

2. Menyusul anggaran khusus dalam DIPA tahun 2025/2026 untuk pengelolaan Informasi;
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dan/atau media elektronik tentang mekanisme pengajuan
permohonan informasi di Pengadilan Agama Batusangkar.

Disamping strategi tersebut, terus dilakukan peningkatkan kompetensi seluruh tim PPID melalui Bimbingan Teknis dengan
melibatkan Komisi Informasi Sumatera Barat, monitoring dan evaluasi secara berkala dan kontinyu, menindaklanjuti hasilnya
monitoring dan evaluasi secara konsekuen dan konsisten serta melakukan pula monitoring dan evaluasi terhadap tindaklanjut
tersebut.
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